5.1

BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

. Proses pengajuan permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama Jakarta

Pulogadung adalah sebagai berikuat:

a. Wajib Pajak menyerebkan berkas-berkas pengajuan permohonan
pengurangan PBB terlebih dabulu ke petugas TPT (Tempai Pelayanan
Terpadu). Kemudian  petugas TPT meneliti  kelengkapan
persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PEB
belum lengkap, terhadap Wajib Pajak dihimbau untuk melengkapinya.
Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap,
Petugas TPT skan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan
Lembar Pengawasan Ams Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan
kepada Wajib Pajak sedengkan LPAD akan digabungkan dengan
berkas permohonan Pengurangan PBB. Petugas TPT merekam
permohonan dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi
Pengawasan dan Konsuitasi.

b. Permoionan yang masuk diproses oleh petugas di seksi pengawasan
dan konsuliasi. Berkas-berkas permohonan dari seksi pelayanan, di
seksi pengawasan dan kongultasi diinput sebagai surat masuk dan
diproses sesuai dengan wilayah kerja masing-masing AR (dccount

Representative). Oleh AR berkas-berkas yang masuk diteliti ulang

[a3a]
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kebenaran dan kelengkapannya (penelitian format). Jika belum lengkap
AR membuat surat permohenan kelengkapan data ke Wajib Pajak atau
memberitahukan via telepon {iebih divtamakan via surat). Jika sudah
lengkap, AR membuat surat fugas penelitian  sederhana
kantor/lapangan atas nama Wajib Pajak fersebut. Tidak semua
dilakukan pengecekan lapangan, tetapl yang diutamakan untuk
dilakukan pengecekan lapangan adalah Wajib Pajak yang tagihan
PBBnya sama dengan atau lebih besar dari Kp 3.000.000,00 dan untuk
yang tagihan PBBnya di bawah Rp 3.000.000,00 cukup dilakukan

penelitian sederhana kantor.

 Untuk menentukan besamya persentase pengurangan yang pantas

diberikan, dilakukan penghitungan variabel pertimbangan, variabel
pertimbangan tersebut antara lain variabel rasio listrik vs PBB,
varigbel kenaikan PBB yang harus dibayar, variabel stimulus, variabel
kondisi perawatan bangunan, variabel bencana alam, dan variabel
koreksi (pertimbangan tain). Dalam proses menghitung pada tabel
hitung, AR hanya bekerja pada bagian yang berwarna oranye, dalam
menghitung AR langsung menginput dafa dibagian yang berwarna
oranye. Pada bagian tersebut telah diprogram rumus oleh kantor pusat
(DJP) untuk pemberian pengurangan PBB. Dengan demikian setelah
AR menginput data pada tabel berwarna oranye dengan lengkap, hasil

berupa persentase pengurangan PBB yang boleh diberikan akan keluar.
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d. KPP Pratama Jakarta Pulogadung menetapkan sendiri batas maksimal
yang diberikan apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengurangan PBB yaitu sebesar 30% untuk Wajib Pajak berdasarkan
kondisi tertentu kecuali veteran. Hal it dilakukan agar pendapatan
negara dari PBB tidak mengalami penurunan yang semakin tinggi.

e. Jumlah permobonan pengurangan PBB orang pribadi berdasarkan
kondisi tertentu yang masuk di KPP Pratama Jakarta Puloagadung pada
tahun 2008 sebanyak 442 pemohon dan pada tahun 2009 sebanyak 658
pemohon, meningkat sebanyak 216 pemohon,

SK Pengurangan yang ditolak pada tahun 2008 scbanyak 24 SK dan
pada tabun 2009 sebanyak 9 5K, mengalami penurunan sebanyak 15
SK. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai
proses pengajuan pesmohonan pengurangan PBB dari tahun 2008 ke
tahun 2009 mengalami peningkatan, masyarakat sudah lebih paham.
SK Pengurangan yang dikabulkan pada tahun 2008 sebanyak 418 SK
dan pada tahun 2009 sebanyak 649 SK meningkat sebesar 231 SK. Hal
ini di scbabkan peningkaten jumiah permohonan yang masuk dan
penurunan SK yang ditolak.

2. Kesesuaian proses pemberian pengurangan PBB kepada Wajib Pajak

Orang Pribadi berdasarkan kondisi tertentu di KPP Pratama Jakarta

Pulogadung dengan PER-46/PJ/2009 dan PMK NO.110/PMK.03/2009

adalah sebagai berikut :
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. Untuk tahap awal pengajuar permohonan pengurangan PBB di KPP
Pratama Jakarta Pulogadung telah sesuai dengan PMK
No.110/PMEK.03/2009.

. Persyaratan permohonan pengurangan PBB di KPP Pratama lJakarta
Pulogadung telab sesuat dengan PME No.110/PMK.03/2009 pasal 5
avat 1 dan pasal 6 ayat 1, serta telah sesuai dengan PER-46/P1/2009
pasal 3 ayat 1 dan ayat 2.

. Dalam hal berkas persyaratan vang tidak lengkap, KPP Pratama Jakarta
Pulogadung sedikit menyimpang dari PMK No.110/PME.03/2009
pasal 7. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan untuk
VWajib Pajak agar Wajib Pajak tidak merasa dipersulit dalam menjalani
proses pengajuan permehonean pengurangan PBB.

. Dalam hal persentase pengwangan PBB uniuk Wajib Pajak
berdasarkan kondisi terientu kecuali veteran, yang diberikan oleh KPP
Pratama Jakaria Pulogadung tidak sesuai dengan PMK
No.110/PMEK.03/2009 pasal 4.

. Jumlah penerimaan negara melalui KPP Pratama Jakarta Pulogadung
dari PBB pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp
488.329.467,00 dari ketetepan awal Rp 1.808.627.656,00 menjadi
ketetapan akhir setelah pengurangan Rp 1.320.298.189,00 untuk 418
Waijib Pajak yang pengajuan permohonan pengurangannya dikabulkan.
Sedanpkan fahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp

567.425.786,00 dari ketetspan awal Rp 2.063.402.859,00 menjadi
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ketetapan akhir setelah pengurangan Rp 1.495.967.073,00 untuk 649

Wajib Pajak yang pengajuan permohonan pengurangannya dikabulkan.

3. Kendala yang di hadepi KPP Pratama Jakarta Pulogadung dalam proses

pelaksanaan pengajuan permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak orang
pribadi berdasarkan kondisi yang dihadapi antara lain : Wajib Pajak tidak
melengkap: syarai-syarai permohonan  pengurangan PBB, tingkat
pendidikan Wajib Pajak vang rendah, Wajib Pajak tidak memabami
perbedaan antara permohonan pengurangan pajak dengan pengajuan
keberatan, Wajib Pajak membust pernyataan paisu, dan Wajib pajak tidak
terima dengan penjelasan fiskus.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakaria Pulogadung untuk mengatasi
kendala yang timbul antara lain : meminta Wajib Pajak untuk melengkapi
persyaratan yang belum lengkap. seksi pengawasan dan konsultasi KPP
Pratama Jakarta Pulogadung memberi penjelasan kepada Wajib Pajak yang
pemahaman tentang pengurangan PBBnya kurang, fiskus melakukan
penelitian terhadap data-data yang diberikan oleh Wajib Pajak, dan
memberikan SK pengurangan ditolak untuk Wajib Pajak yang tetap

membandel walaupun sudah diingatkan dan diberi penjelasan oleh petugas.

Saran

Akhirnya penulis sampai pada saran-saran yang kiranya dapat

dipergunakan dailamn pelaksanaar pengurangan PBB di KPP Pratama Jakaria

Pulogadung :
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1. KPP Praiama Jakarta Pulogadung hendaknya tetap meningkatkan pelayanan
kepada Wajib Pajak, memberi kemudshan kepada Wajib Pajak dengan tidak
menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar Wajib Pajak
tetap dengan senang hati memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Berikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat secara
langsung dan berkala, agar masyarakat lebih paham mengenai perpajakan serta
meningkat kesadarannya akan hak dan kewajiban mereka dibidang perpajakan.

3. KPP Pratama Jakarata Pulegadung hendaknya jangan menetapkan batas
maksimal sendiri uatak pengurangan PBB berdasarkan kondisi tertentu kecuali
veteran vang diberikan hanya sampai 30%, karena kalau sampai Wajib Pajak
tahu bisa mengakibatkan hilangnva kepercayaan Wajib Pajak terhadap KPP
Pratama Jakarta Pulogadung. Berikanlah pengurangan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.,
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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 46/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DIAN PENYELESAIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang:

bahwa uniuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110/PMEK.03/2009 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Perroohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan;

Mengingat :

1. Undeng-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indopesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5 Peraturan Menteri Keuwangan Nomor 110/PMK.03/200% tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMNGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jendera! Pajak ini yang dimaksud dengar:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut
dengan Undang-Undang PBBE adalab Undang-Undang Nomor 12 Tahun



1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tabua 1994

2. Pengurangen Pajak Bumi den Bangunan yang selanjuinya discbut dengan
Pengurangen adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
terutang sebagaimana dimaksud dalam Fasal 19 Undang-Undang PBB.

3. Qumt Pemberitshuan Pajak Terutang vang selanjutnya disebut dengan
SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut
dengan SKP PBB adalah Surat Keictapan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.

Pasal 2

Pengurangan dapet diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang dapat
digjukan secara :

a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKP PBB;
atau

b. perseorangan atau kolektit, watik PBB vang terutang yang tercantum
dalam SPPT.

Pasal 3

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri
dengan dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak yang diajukan secara perscorangail, dalam hal :

a. cobjek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang
kemendekaan, veteran pembela kemerdekasn, penerima tanda jasa
bintang gerilya, atau janda/dudanya dapat berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran, atau fotokopi Surat
Keputusan  tentang  Pengakuan, Pengesahan,  dan
Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang
berwensng;

2. fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atau

3. dokumen pendukung lainmya.

b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah dapat berupa :



curat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyataken bahwa :

¢)) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sang
dan
b) penghasilan Wajib Pajak rendah

2. fotokopi Kartu Keluarga;

3. foiokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

4. fotokopi bukti pehmasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atan

5. dokumen pendukung laznnya.

c. objek pajak yang Wajib Pajak-nys orang pribadi yang penghasilannya
semata-mata berasal dagi pensiunan, sehingge kewajiban PBB-nya sulit
dipenuti dapat berupa:

1. fotokopi surat keputiusan pensiun;

2. fotokopi slip pensiunen atau dokumen sejenis lainnya;

3. fotokopi Kartu Keluarga;

4. fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

5. foiokopi bukii pelunasan PBB Tabun Pgjak sebelumnya;

6

dan/atau
dokumen pendukung lainnya.

d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulii dipenuhi dapat berupa :

i

SRS

3

surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
penghasilan Wajib Pajak rendah;

fotokopi Kartn Keluarga;

fotokopi rekening tagiban Hstrik, air, dan/atau telepon;

fotokopi bukti pelmnasan PBB Tahun Pajak sebelumnya;
dan/atau

dokumen pendulung lainnya.

e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat
akibat perubshan lingkungan dan dampak positif pembangunan dapat
berupa :

1.

o L

6.

surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa
penghasilan Wajib Pajak rendah;

fotokopi SPPT tahun sebelumnya;

fotokopi Kartu Keluarga;

fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;

fotokopi bukti pelunasan PBB Tahua Pajak sebelumnya;
dan/atau

dokumen pendukung lainnya.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak
badan yang raengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak
sebelumnya schingga tidak dapat memenahi kewajiban rutin perusahaannya,



dapat berupa :

fotokopi laperan keuangan tahun sebelumnya;

fotokopi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;

fotokopi bukéi pelunasan PBB Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
dokumen pendukung lainnya.

e o P

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak yang diajukan secara perscorangan dalam hal objek pajaknya
terkena bencana alam atau sebab lain vang luar biasa, dapat berupa :

a. surat parnyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

b. surat keterangan yeng mendukung alasan permohonan dari Kepala
Desa/Lurah setempat ateu instansi terkait; dan/atau

¢. dokumen pendukung lainaya.

(5) Dokumen pendukung sebagaimans dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak vang digjukan sccara kolekiif oleh pengurus Legiun Veteran
Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya dapat berupa :

a. fotokopi Kartu Tanda Anggeia Veteran tiap-tiap Wajib Pajak;

b. fotokopi bukti pelunasan PBB iiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak
sebelumnya; dan/atau

¢. dokumen pendukung lasanve.

(6) Dokumen pendukung sebagaimans dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan
Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Dea/Lurah dapat
berupa :

a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala
Desa/Lurah setempat atau instansi terkait;

b. fotokopi bukti pelunasan PEB tiap-tiap Wajib Pajak Tahun Pajak
sebelumnya; dan/atau

¢. dokumen pendukung jainnya.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidek 1aclamnpirkan dokumen pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak tetap diproses sesual
ketentuzn yang berlaku.

Pasal 4

(1) Keputusan Pengurangan ditetaplkan berdasarkan hasil penelitian di kantor, dan
apabila diperiukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
(2) Penelitian di kantor dan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada



avat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil penelitian pengurangan PBB.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, atau pejabat serendah-rendahnya
eselon II] pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau unit eselon 11
Kantor Pusat Direktorat Jendersl Pajak yang menyelenggarakan fungsi
Pengurangan PBB, harus terlebil dahulu memberitahukan secara tertulis
mengenai waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada :

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara
perseorangan; atau

b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya, atau Kepala
Desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 5
Bentuk formulir :

a. Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (2) adalah
sebagaimana ditetapkan pada Lamnpiran I Peraturan Direkiur Jenderal
Pajak: ind;

b. Surai Pemberiiahuan Penelitian di Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II
peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

yang merupakan bagian yang tidak terpisabikan dari Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini.

Pazal &

Denzan berlakunya Peraturan Direltur Jenderal Pajak ini, terhadap permohonan
Pengurangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini, namun belum mendapatkan suatu keputusan, penyelesaiannya dilakukan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tentang
Tatz Cara Pemberian Pengurangan Pajek Bumi dan Bangunan.

Pasal 7
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, ketentuan dalam :

a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEF-1 0/PJ.6/1999 tentang Tata
Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Direktar Jenderal Pajak Nomor PER-149/PJ/2007 teptang



Pelaksanaan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunen Dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah
Direkiorat Jenderal Pajak yang Telah Menerapkan Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.01/2006 tentang Crgenisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 55/PME.01/2007 Selain Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

dicabui dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surat scjak tanggal 16 Agusius 2009. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita MNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggat 24 Agustus 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

itd.

MOCHAMAD TIPTARDIO
NIP 060044511



MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIMNAM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR HO/PMELG3/2009
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BAN GUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa dalam rangka memberikan kep astian hukum da n men

ingkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh
pengurangan Pejak DBumi dan Bangunan, peclu mengatur
kembali kefentuan mengenai pemberian pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

sk
.

huruf a dandalem rangke melaksanakan ketentuan Pasal 19
Undang-U ndang Momor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana teleh diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tabun 1994, perlu menetapkan Pératuran
Menteri Keuangan tentang Pemberion Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomer 12 Tabun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tabun 2005;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

SEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK  BUMIDAN
BANGUNAN.

Pasall

Dalamn Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.

b2

L2

Undang-Undang Pgjak Bumi dan Bengunan yang selanju tnya
disebut dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang
Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajuk Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah denganUndang-Unda ng Nomor 12
Tahun 1994.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjuinya di
sebut dengan Pengurangas adalah pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang ferutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasall9 Undan g-Undang PBB.

Qurat Pemberitzhnan Pajak Teru tang yang selanjuinya disebu
t dengan SPPT adalah surat yang digunakan cleh Direktorat
Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang
terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disebut dengar SKP PBB adalah Surat Ketetapan
Pajak sebagaimana dimaksad dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-
Unda ng PBB.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut
dengan KPP Pratama adalah KPP Pratama tempat objek pajak
terdaftar.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya
disebut dengan Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak yang nmembawahkan KPP Pratama.

Pasal 2

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak:

a. karepa kondisi terrenta objek pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/ aiau karena sebab-sebab tertentu
lainnya;

b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa ,



(2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab terientu Jainnya
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a untuk:

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1) objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteras pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/
dudanya;

2) objek paiak berupa lahan perianian/ perkebunan/
perikanar/ peternakan yang hasilnya sang at terbatas
vang Wajib  Pajak-nya  orang pribadi  yang
berpenghasilan rendah;

3) objek pajek yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang
penghasilennya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingea kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;

4) objek pajak vang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya
sulit dipenuhi; dan/ aiau

5) objek pajak yeng Wajib Pajak-nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jua] Objek Pajak per
meter perseginya meningkat akibat perubahan lingku
ngan dan dampak pesitif pembangunan;

b. Wajib Pajak badan meliputi:

objek pajak yang Wsgjib Pajak-nya adalab Wajib Pajak

badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas

pada Tahur Fajak sebelumnya sehingpa tidak dapat

memenuhi kewajiban rutin. .

(3) Bencana alam sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huru £ b
adalah bencena vang diakibatken oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekerin,gan,
angin topan, dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b melipuii kebakaran, wabah penyakit tanarnan, dan/
atau wabah hama tanaman.

Fasal 3

(1) Pengurangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan
kepada Wajib Pajak atas PBByang terulang yang tercantum
dalam SPPT den/ atau SKP PBB.

(2) PBB vyang teruiang yang iercantum dalamm SKP PBB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak
ditarnbah dengan denda administrasi.

(3) SKP PBB sebaga imana dimaksud pada ayat (2) vang telah
diberikan Pengurangan tidak dapatr dimintakan pengurangan



denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Undang-Undang PBEDB.

Pasald

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat

diberikan:

a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang
dalarn hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 aya t (2) hurof a angka 1);

b. sebesar paling tinggi 75% (fujuh puluh lima persen) dari PBB
yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hwuf a angka 2), angka 3),
angka 4), dan / atau angka 5), atau Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau

c. sebesar paling tinggi 100%%(seratus persen) dari PBB yang teru
tang dalam hal objek pajak terkena bencana alarn atau sebab
lain vang luar biasa ssbagaimana dimaksud dalam Pasal? aya t
(3) atau ayat (4.

Pasald

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(2) Permohonan Pengucangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapet diajukan secara:
a. perseorangan, uniuk PBB yang ierutang yang tercantum
dalam SKP PBB; aian
b. perseorangan ateu kolektif, untuk PBB yang terutang yang
tercantum dalam SFPT.
(3) Permohopan Pengurangan  sccara kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huref b dapat diajukan:
a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya t (2) huruf a angka
1) dengan PBE yang terutang paling banyak
Rp500.000.000,0¢ (lima ratus juta rupiah); atau
b. selelah SPPT diterbi tkan dalam hal:

1) kondisi lerlenlu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf @ angka 1) dengan PBB yang terutang
paling banyak Rp300.000.000,60 (lima ratus juta rupiah);

2) kondisi terientu sebagaimana dimaksud dal arn Pasal 2
aya 1 (2) huaruf a angka 2), angka 3), angka 4), alau angka
5), dengan PBB yang lerulang paling banyak
Rp200.000,00 {dua ratus ribu rupiah);atau

3) objek pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
atau ayar {4) dengan PBB yang terutang paling banyak
Rp500.000.000,00(1ima ratus juta rupiah).



Pasal 6

(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aya t (2) harus
memenuhi persyaralan:

a.
.

1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT alau SKP PBB;
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnyva persentase Pengurangan yang
dimohon diseriai alasan yang jelas; .

. diajukan kepada Kepala KPP Pratama;

dilampiri fotokopi SPPT alau SKP PBB yang dimohonkan
Pengurangan;

. sural permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan

dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan

Wajib Pajak berlzku ketentuan sebagai berikut:

1) sural permohonan harus dilampiri dengan Surat. Kuasa
Khusus, uniuk:
a) Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang

lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa,
wntuk Waiib Pajzk orang pribadi dengan PBB yang
terulang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

f. diajukan dalam jangka waktu:

1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 1 (satu) bulan lerhitung sejak langgal diterimanya SKP
PBE;

3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dilerimanya Surat
Keputusan Keberalan PBB;

4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atau

5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga | terjadinya sebab
lain yang [aar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

dalam jangka walkiu tersebut tidak dapat dipenuhi karena

keadaan di Inar kekuasaannya;

tidak memiliki tunggakan PBB Talwn Pajak sebelumnya atas

objek pajak yang dimohonkan Pengu rangan, kecuali dalam

hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang

luar biasa; dan

. tidak diajuken keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang

dimohonkar: Pengurangan, ataw dalam hal diajukan
keheratan telah diterbitkan Surat Kepuiusan Keberatan dan
atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan
Banding.



(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif

€)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) buru f a harus

memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan
Tahun Pajak vang sama;

b. diajukan secara tertulis dalam mencanturakan besarnya
persentase disertai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepala KPP Pra tama melalui pengu rus
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI}) setempat atau
pengurus organisasi terkait laimnya;

d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak
yang bersangkutan; dan

e. tidak memiliki funggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3Yhuruf b harus

memenuhi persyaratan:

a. | (satu) permohonan uutuk beberapa SPPT Tahun Pajak
yang sarna;

b. digjukan secara ter tulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantimkan besarnya persentase Pengurangan yang
dimohon diseriai alasan yang jelas;

c. diajukan kepada Kepata KPP Pratama melalui:

1) pengurus Legiun Veleran Republik Indenesia (LVRI)
seiempal atau pengurus orga nisasi terkait untuk
pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau

2) Kepala Desa/Lurab  setempat, untuk  pengajuan
permohenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) hu ruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3);

d. dilampiri fotokopt SPPT yang diraohonkan Pengurangan;

e. diajukan dalam jangka waktu:

1) 3 (tiga) bulan ierhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;

2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam; atan

3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab
lain yang luar biasa,

kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVR

setempat, pengurus or ganisesi terkait lainnya, atau

KepalaDesa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan

di luar kekuasaannya;

£ tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya
atas objek pajek vang dimohonkan Pengurangan, kecuali



(1)

@

4

)

2)

dalam hal objek pajal terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan

o tidak diajukan keberatan alas SPPT yang dimohonkan
Pengurangan.

Pasal 7

Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan schingga tidak

dapat dipertimbangkan .

Permohonan Penguwrangan secara  kolektif yang tidak

memenuhi:

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf a dan persyaratan sebagaimana dimeksud dalam Pasal
6 ayat (2); atan

b. ketentuan sebagairesng dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3)
huref b den persyaraten scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayai (3), dianggap bukan sebagai permohonan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalama hal permohonan  Pengurangan tidak  dapat

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

ayat (2), Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling

jama 10 (sepulub) bari kegja seiak tanggal permohonan

iersebut  diterima, harus memberitahukan secara tertulis

disertai alasan yang mendasari kepada:

a. Wajib Pajak ateu kuasanya dalam hal permehonan diajukan
secara perscorangan: atau

b. pengurus LVEI sefernpat, pengurus organisasi terkait
lainnya, aiau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal
permohonan diajukan secara koleldif.

Dalam hal permohonan  Pengurangan  tidak  dapat

diperiimbangken sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

ayat (2), Wajib Pgjak masih dapat mengajukan perrmohonan

Pepgurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), atan

ayat (3).

Pasal 8

Kepala KPP Pratama atas nama Menteri Keuangan berwenang
memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam
hal PBB yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Kepala Kanwil DIP atas nama Mernteri Keuangan berwenang
memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam



hal PBB vang terutang lebih banyak dari Rp500.000.000,00
(lima ratus jute rupiab} sampai dengan Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuvangan
berwenang memberikan  keputusan - aftas permohonan
Pengurangan dalam hal PBB yang terutang lebih banyak dari
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa
mengabulkan seluruhnya  atau sebagian, atau menolak
permohonan Wajib Pajak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan hasil penelitian.

(3) Wajib Pajak yang telah diberikan suam keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan
permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKP PBByang
sarna.

Pasal 10

(1) Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1),
kecuali dalam hal permchonan Pengurangan secara kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, sua tu
keputusan dibertkan segera setelah SPPT diterbitkan.

(2) Kepala Kenwil DJF dalam jangka wakfu paling lama 4 (empat)
bulan terhiftung sejak ianggal diterimanya permohonan
Pengurangan, barus memberi sua f{u keputusan  atas
permohonan  Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal§ ayat (2).

(3) Direkiur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6
{enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan
Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(4)Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, dan ayat (3) adalah:

a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal
disampaikar: secara langsung oleh Wajib Pajak atau
kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
atau petugas yang ditunjul; atau



b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan Pengurangan,
dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti
pengiriman surat.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), atau ayat (3) telah terlampeui dan keputusan belumn
diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabu lkan,
dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permochonan Wajib
Pajak dalam jangka walkiu paling lama 1 (satu ) bulan terhitung
sejalk jangka waktu dimaksud berakhir.

(6) Dalam hal besarmya persentase Pepgurangan yang diajukan
permohonan Pengurangan seba gaimana dimaksud pada ayat
(5) melebihi ketentuan sebagaimana diatar dalam Pasal 4,
besarnya Pengurangan diietapkan sebesar persentase paling
tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal i

Bentuk formai Keputusan Menieri Keuargan tentang Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagaimana
ditetapkan pada Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Menteri
Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart
Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 12

Keientuan lebih lanjut mengenai taia cara pengajuan dan
penyelesaian permohonan Pengurangan diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak.

Pagal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, terhadap
permohonan Pengurangan yang telah diajukan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri FKeusngan ini dan belum mendapatkan
keputusan, penyelesaiannya tetap  dilakukan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMEL04/1999 tentang
Pemberian Penguran gan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri Kevangan ini berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 362/KMEK.04/1999 tentang Pemberian
Penguran gan Pajak Bumi dan Bangupan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 15

Peraturan Mertderi Kevangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Perataran Menieri Keusngan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakaria
Pada tangga! 17 Juni 2009
MENTERI KEUANGAN,
{td .
SRIMULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2009
MENTER]I BUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA,
tid.
ANDI MATTALATTA
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Memperhatikan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTER! EEUANGAN REFUBLIK INDONESIA
Nemor BEP- FWTLIGEY 03032009

TEWNTANG
PENGURANGAN PAJAK BURME DAM BANGUNAN

MENTERI KEUANGAN REFUBLIK INDDRES1A,

Surat pernohonan pengurangan pajak terubing iaggal [4-May-09 nomor pelayanan:  2009,0008.152
dari Wajil Pajak/Desa/Keluraban ates nama KARTD PURBIANTC

a,  Hasil pemesiksaan sederh samer | porperiksaan sederhsoa lapangan *) permohonan pengurangan
pajnk fycbagmmmm dtmangkwi Jalem Beritn Acems Pemeriksean-Sedorhana-Rantor / Pemeriksaan
Lapangan *) Nomoy : BA-  /WPJ20/KF 031072009 tanggal Juli 2009

5. Bahwa sctelah dipertimbangkan, muka besamyn pajek yang disetujui peru ditetapkan dengsn Keputusan
Menteri Kavangan.

Keputusan Menteri Kevangan Pomor 3620041999 tentang Pembetian Pengurangsn Pajak Bumi dan
Bangunar,

MEMUTDERAN
KEPUTLUSAN MIETITER] EEUANGARN REPUBLIE. INDONESLA TENTANG
PENGUFAMGAN PAJAK BUME DN BANGLMAN.
Posal |
n Mengabulkan Seluruly Schagian Menelal: Pesmohonan Peegurangan Pajak Bumi dan Bangunan
yang terutang kepada :
s Nams Wajib Pajak . KARTO PURBIANTO
Alarnat Wajib Pujik . JI Batue Mutizra IT No. 36
NOP ;372050007 81801710
Pajak terutang © Rp2,356428
b.  Letek taneb/bangunan © 1. Bate Mutisze 1 Mo. 36
RT/RW . DOSAN
Kelurahan / Desa © Kayu Puih
Kecamaian . Puto Gadung
Daemk Tk 1 - Jakarta Timur
Daersh Th I LR Jakorta
(2) Sesuai dengan ketentian ayat 1 wias, mka besermya Pajok terutang adalah sebages berikut:
a.  Pajok menur SPFT . Rp 2,356,428
b,  Besawnya pRBavangan
25%% A Rp 2,356,428 : Rp 589,107
c.  Jumleh pajak seiclsh pengurstyen {2-0) Rp 1,767.321

(SATU JUTA THIUE BATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS
YA PULTH SATU RUPIAH)

Pasad 2
Apabila dikemudian hari temyate terdapat kelielinuan dalam Keputusan ini maka akan <iietulkan sebagaimana
mestinya.

Dritelagkandi © Jakarta
Pucta tanggat : Juli 2809
An Menteri Kevangan

Pi. Kepala Kantor,

Ahmad Rudi Hartono
WIP 060077575

Tembusan Surst Keputusan int dswapaikan kepada;
1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
2. Gubemur Kepels Dacrah Khisus Tbukets Jakana
Up. Kepala Pinas Pendapatan Daerah Khusus Tba Kots ekt
3, Seksi Pengolahan Dota dar lnformasi KPP Pratama Jakarta Fulegadung

=

5. Arsip

Sekst Penagihan KPP Pratumna Jakarta Pulogadung
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Hal . Penolakan atas Permohonan Pengurangan PBB 2009

NOP 31.72.050.007.009-0200.0 a.n. Yusniar Lydia Herawati

Yth. Yusniar Lydia Herawati
JI. Pulo Mas [ G-1 RT.008 RW.12, Kayu Putih, Pule Gadung

Jakarta Timur

Sehubungan dengan permohonan pengurangan PBB 2009 NOP 31.72.050.007.009-
0200.0 yang terletak di Ji. Pulo Mas I G-1 RT.008 BW.12 atas nama Wajib Pajak Yusniar
Lydia Herawati tanggal 29 April 2009, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

]. Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepatuhan
Saudara dalam memeruhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama ini
dan diharapkan akan tetap berlanjut dimasa-masa yang akan datang karena membayar
pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Terhadap permohonan pengurangan tersebut, feami merujuk kepada Pasal | huruf (a) dan
Pasal 2 huruf (c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-10/PJ.6/1999 tentang
Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyatakan bahwa
"Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan
karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya. Yang dumaksud dengan kondisi tertentu objek pajak
yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya
sebagaimana dimaksud antara lain adatah obiek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau
dimanfaatkan oleh waiib pajak orang pribedi yang penghasilannya semata-mata berasal
dari pensiunan, sehingga kewajiban PEE-nya sullt dipemuthi™.

b3

1 Berdasarkan data-data yang Saudara lampirkan dan data pada basis data kami, diketahui
bahwa kepala keluarga dalam hal ini suami Saudara masih akiif sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

4. Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan sangat menyesal kami menolak permohonan
Saudara sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan terlampir.

Atas perhatizn dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

_Ahm4d Rudi Hartono
""""" T<NIB060077575
AR
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